WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3( TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
YANG DIBEBANKAN PADA DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA APAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa Satuan Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam melaksanakan
pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang
sumber dananya berasal dari Daftar Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun Anggaran berkenaan;

b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir
Tahun Anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai
asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;

¢. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan
yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, periu mengatur ketentuan
mengenal penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat
diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;

d. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a2 Peraturan
Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturin Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, telah memberikan kesempatan
menyelesaikan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa
berakhimya pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia Barang /
Jasa untuk menyelesaiakan pekerjaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran
Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kote
Pagar Alam (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 88;Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),



Menetapkan:

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah di ubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844),

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

. Peraturan Pemerintah Nomor 2007 Tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83),

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali di rubah yang
terakhir di rubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155),

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah yang Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran
Daerah kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem

: dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan

Keuangan Daerah,
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAANSISA
PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG
DIBEBANKAN PADA DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan
Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsi SKPD yang dipimpinnya.

2. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD



3. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjuinya disingkat DPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
PA/Kuasa PA dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah

4, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Unsur Pelaksanaan
Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah sesual dengan Kewenangan Pemerintah Kota serta
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

5. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat
Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk
melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

8. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 2

(1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah
dialokasikan dalam DPA, harus diselesaikan pada Tahun
Anggaran berkenaan.

(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
dapat diselesalkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran
berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun
Anggaran berikutnya.

(3) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan
Kontrak tahun jamak (multiyears contract).

Pasal 3

(1) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya
membebani DPA Tahun Anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam DPA Tahun
Anggaran berikutnya,PA/KPA mengajukan Sisa Dana Pekerjaan
yang belum selesai untuk dialokasikan pada APBD Perubahan
atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.

Pasal 4

(1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun
Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber
dana dari DPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa
pekerjaan yang akan diselesaikan,

b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat
pemnyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada
PA/KPA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan
Penyedia Barang dan/atau Jasa,



¢. PA menyampaikan pemberitahuan kepada DPPKAD atas
pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran
berikutnya dilampiri dengan copy surat pemyataan
kesanggupan penyelesaian sisa pekefjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi, dan

d. DPPKAD melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank
atas jumiah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai
dengan akhir Tahun Anggaran.

e. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan
pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan
diselesaikan kepada PA.

f. Selama masa keterlambatan pengadaan barang/Jasa dikenai
denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak.

(2) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
paling sedikit memuat:

a. Pemyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;

b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
dan

c. Pemyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan.

(3) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran.

(4) Dalam hal klaim jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilaksanakan karena masa
berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir sebelum berlakunya
Peraturan Walikota ini, penyedia barang dan/atau jasa wajib
menyetorkan sejumiah uang ke Kas Daerah sebesar nilai sisa
pekerjaan yang akan dilanjutkan sebagai pengganti
jaminan/garansi bank tersebut.

Pasal 5

Penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan
pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 6

(1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun
Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender
terhitung sejak masa kontrak berakhir.

(2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan,
pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan/atau jasa
dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian
pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.



Pasal 7

(1) Kontrak yang masa beriakunya berakhw pada Tahun Anggaran
2013 dapat dilakukan addendum meliui perpanjangan masa
Kontrak dengan jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan paling
lama 50 (dma puluh) har kalender terhitung sejak masa
betdqrnya pelaksanaan pekeraan untuk menyelesakan
pekeraan.

(2) Addendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dilakukan untuk sisa pekerjaan yang akan diéanjutkan pada Tahun
Anggaran 2014 namun belum diaksanakan pada saat Peraturan
Walikota ini diundangkan.

Pasal 8
Kuasa PA bertanggungjawab secara formd maupun materid atas
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
Pasal 19

Peraturan Walkota ini mutai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Perundangan Peraturan Walikota

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetaplaa di Pagar Alam
Pada tanggal, 25 - ‘272013
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Tanggal 23 D, <7 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 35... SERI €



